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DENPMAR. TRIBUN BALI
- Pada tahun 2018 ini, jum-
lah beasiswa yang diberikan
kepada siswa di Bali menga-
lami penurunan dibanding-
kan tahun-tahun sebelum-
nya. Jika sebelumnya untuk
Jjenjang SMA dapat Rp 2 juta,
maka tahun ini hanya Rp
700 ribu.

- Pengurangan jumlah be-
asiswa terjadi karena peru-
bahan pendanaan yang du-
lunya dari program beasiswa
Bali Mandara, kemudian

" pada 2018 ini diubah menja-

di beasiswa Bantuan Opera-

~* sional Pendidikan (BOP)

Kabid Pembinaan SMA, Di-
nas Pendidikan Bali, Komang-
Merta Dana mengatakan da-
lam program Bali Mandara
bagi para siswa SD diberikan
beasiswa Rp 625 ribu per sis-
wa per tahun, siswa SMP Rp
890 ribu per siswa per tahun,
SMA Rp 2 juta per siswa per
tahun, dan siswa SMK dibe-:
rikan beasiswa Rp 3,2 juta.

“Beasiswa ini digelontor-
kan dalam program Bali
Mandara jilid pertama sam-
pai jilid kedua,” kata Merta
Dana dalam Podium Bali Be-

" bas Bicara Apa Saja (PB3AS),

di Lapangan Renon, Denpa-

sar pada Minggu (26/8).
Setelah pembagian tugas

~ dimana provinsi hanya fokus

di jenjang SMA dan SMK,
sedangkan Kabupaten/Kota
membina SD dan SMP, maka
tahun 2018 ini beasiswa
yang diberikan diubah men-
jadi dana Bantuan Operasio-
nal Pendidikan (BOP).

HI Persy

1[‘“ T

* Dalam BOP, setiap siswa
SMA negeri mendapat ban-
tuan Rp 700 ribu per tahun,
dan untuk siswa SMK negeri
mendapat bantuan Rp 900
ribu per tahun. Adapun jum-
lah siswa baru yang dipas--
tikan menerima BOP tahun
2018 pada jenjang SMA/
SMK negeri yaitu 42.701
orang. “BOP dikhususkan
bagi siswa-siswi SMA dan
SMK negeri, sedangkan khu-
sus untuk para siswa yang
tidak mampu dari sekolah

swasta juga diberikan ban-
tuan sejumlah Rp 1 juta per
siswa per tahun,” sebutnya.

Dalam program Bali Man-
dara sebelumnya, juga ada
program bidikmisi yang di-
tujukan kepada SMP yang
kurang mampu, namun bea-
siswa tersebut terakhir dibe-
rikan pada tahun 2017. “Jadi
anak-anak SMP yang tidak
bisa melanjutkan ke jenjang
SMA karena faktor finansial
kita bantu. Kita sekolahkan
ke SMK negeri di Denpasar
dan diberikan beasiswa Rp
22 juta per siswa per tahun,”
terangnya.

Menurutnya, dana terse-
but bisa digunakan untuk
membayar SPP, membayar
kos, dipergunakan untuk
biaya hidup dan membeli
keperluan sekolah, hingga
mereka tamat SMK. Sam-
bungnya, Beasiswa_ dik—
misi tersebut disedia

‘untuk 50 orang siswa per

tahunnya, dan mereka akﬂa
disekolahkan di SMKN 1
Denpasar.
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Kemudian, di setiap Kabu-
paten/Kota juga diberikan
kuota beasiswa bidikmisi,
masing-masing 10 orang
per Kabupaten/Kota. “Begi-
tu juga di Kabupaten/Kota,
dijatah 10 anak SMP untuk
melanjutkan ke SMK negeri.
Kita ingin agar anak-anak
Bali, yang karena faktor fi-
nansial tidak bisa sekolah,
kita bantu agar mereka bisa
menikmati layanan pendi-
dikan,” ujarnya.

Merta Dana menuturkan
sejak awal program Bali
Mandara, khususnya dalam
bidang pendidikan diluncur-
kan angka putus siswa di
Bali mengalami penurunan. -
Pada awal pemerintahan,
angka putus sekolah ting-
kat SD adalah 414 orang
atau 0,1 persen, kemudian
pada akhir 2017 menjadi 75

. orang. Untuk jenjang SMP,
angka putus sekolah dari

318 orang, terakhir menjadi
74 orang, dan untuk tingkat
SMA dari 739 orang terakhir

' menjadi 38 orang.

“Ini membuktikan program
beasiswa sangat memban-
tu bagi masyarakat kurang
mampu,” tegasnya.

Selain itu juga telah diba-
ngun sekolah Bali Mandara,
yang mana sekolah tersebut
mencari anak- anak yang
sangat miskin dari seluruh
pelosok desa di Bali. “Kita

rowitest Hali

J atah Dalia Bea515wa Berkurang 2

bantu anak-anak ini dan

kita sekolahkari. Mereka di-
tempatkan dalam asrama
dan gratis. Dari asrama, SPP,
pakaian, semua ditanggung
oleh Pemprov Bali,” ucapnya.
(wem)
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Saya juga Ditipu Orang Jakart:
® Setelah Korupsi, Kicen Tersangkut Kasus Penipuan

SEMARAPURA,TRIBUN
BALI- I Wayan Kicen Ad-
nyana tampak tenang ketika
berada si Kejaksaan Negeri
(Kejari) Klungkung, Selasa
(21/8). Tidak sepatah kata
" pun diucapkan mantan ang-
gota DPRD Klungkung yang
juga bertatus narapidana ka-
sus korupsi tersebut.
Hari itu ia kembali harus

berurusan dengan hukum,
setelah ditetapkan sebag
tersangka salam kasus per
puan penerimaan: CPNS
vinsi Bali tahun 2015
“Saya juga ditipu oleh o;
di Jakarta,” ujar Kicen s
saat ditanya wartawan. .
Selasa (21/8), penyi d

TRIBUN BALI/EKA MITAV SUPUTRA

| WAYAN KICEN
- ADNYANA

BERSAMBUNG 07
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‘Saya juga Ditipu...

Polres Klungkung melaksa-
nakan pelimpahan tahap II

terhadap barang bukti kasus |

dugaan penipuan penerima-
an CPNS Provinsi Bali tahun

2015 dan tersangkanya, yak-

ni I Wayan Kicen Adnyana.

Politisi asal Dusun Anjing-
an, Desa Getakan itu pun
kembali akan disidang, kali
ini untuk kasus penipuan
dan penggelapan yang di-
sangkakan padanya

Kicen tiba di Kejari Klung-
kung sekitar pukul 09.16
Wita. Politisi asal Dusun An-
jingan, Desa Getakan itu tiba
dengan mengenakan kemeja
berwarna hitam dan celana

~panjang berwarnq gelap.

*
ruangan, sa]@ seorang jaksa
penuntut umum Cokorda In-
dra Sunu sudah menunggu
kehadiran Kicen. =

Hampir sejam, Kicen Ad-
nyana diperiksa Cokorda
Indra Sunu. Setelah menye-
lesaikan administrasi, Kicen
Adnyana kembali dikeler ke
dalam mobil polisi untuk se-
lanjutnya dibawa ke Rutan
Klungkung.

‘Menurut seorang penasi-
hatnya, Anak Agung Gede
Parwata, kliennya masih
menjalani hukuman atas ka-
sus korupsi. “Untuk (masa
tahanan) kasus korupsinya,
Desember tahun ini (2018) ka-
yakya clear (bebas). Makanya

Ia didampingi kuasa hu-
kumnya AA Parwata dan
anaknya Krisna Adiputra,
yang juga terpidana kasus
korupsi bantuan dana hibah
pembangunan merajan Sri
Arya Kresna Kepakisan di Du-
sun Anjingan, Desa Getakan.

Saat tiba di Kejari Klung-
kung, Kicen dikawal dua
orang petugas bersenjata
lengkap. Lalu, mantan poli-

. tisi Partai Gerindra ini me-

langkah pelan menuju ru-
ang pidana umum. Dl dalam

1A T AL SR

pihak Kejaksaan.

untuk kasus penipuan belum
ditahan, mungkin setelah itu,”
ujar Anak Agung Parwata.
Kasat Reskrim Polres
Klungkung AKP Made Agus
Dwi Wirawan menyatakan,
penanganan dugaan kasus
penipuan yang melibatkan
mantan anggota DPRD Klung-
kung ini memang membu-
tuhkan waktu cukup lama.
Terlebih ada hal-hal yang ha-
rus dilengkapi, termasuk me-
nyamakan persepasi dengan

. %
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; Sambungan Hal.1

_ “Ini bagian dari penyidik un-
tuk serahkan tersqngka dan
barang buktinya. Sebenarnya
tidak ada kendala dalam pro-
ses penyidikan, namun se-
belumnya ada beberapa hal

_ yang harus kita tambahkan.

Karena kita harus samakan
persepsi dengan kejaksaan
baik bukti materiil maupun
formilnya,” jelas Made Agus
Dwi Wirawan.

Seperti yang diberitakan
sebelumnya, kasus penipuan
yang menyeret nama Wayan
Kicen Adnyana tersebut di-
laporkan oleh I Wayan Suda,
Warga Banjar Tambahan Ke-
lod, Desa Jehem, Kecamatan
Tembuku, Bangli, pada 17
Juni 2018.

Suda datang ke rumah
Kicen untuk menyerahkan
uang sejumlah Rp 175 juta.
Kicen saat itu mengaku
mempunyai link di Jakarta, -
yang mampu meloloskan se-
seorang menjadi PNS.

Namun hingga tahun 2017,
apa yang dijanjikan Kicen ke-
pada Wayan Suda ternyata ti-
dak kunjung dipenuhi. Anak
dari Sudal saat ini tidak
diterima sebagai PNS di Pem
prov Bali. (mit) ' z
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- Badung Bakal

Bangun
Underpass Lagi

® Lokasinya di Jalan Simpang Patung Kuda Tuban

_MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Satu lagi proyek un-
derpass yang akan dibangun
di wilayah Simpang Patung
Kuda, Tuban, Kuta, Badung.
Jika proyek ini lancar, maka
Badung sudah membangun
tiga underpass di wilayah
Badung utara yang dianggap
sebagai kantong kemacetan
utama.

Informasi yang dihimpun
di Pemkab Badung, rencana

penambahan underpass ter-
sebut masih menunggu ha-
sil feasibility study (FS) atau
studi kelayakan yang dila-
kukan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

{| (PUPR) Kabupaten Badung.

Belum lama ini, Sekda Ba-
dung Wayan Adi Arnawam
menjelaskan, bahwa pada
APBD Perubahan tahun
2018 Pemkab Badung juga
sudah membuat studi kela-
yakan untuk pembangunan

Hal . €
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underpass lagi, rencananya

mengambil lokasi di Jalan
Simpang Patung Kuda depan
Bandara Internasional Ngu-
rah Rai, Badung.

Dirinya berharap ketika
keluar dari bandara Interna-
sional Ngurah Rai tidak ada
lagi traffic light, sehingga ti-
dak ada kendaraan berhenti.
Akan tetapi kendaraan yang
keluar dari bandara langsung
lewat dan tidak ada kemacet-
an. “Kami sudah membuat
FS (studi kelayakan) untuk
pembangunan underpass
untuk menghilangkan kesan
kemacetan di Bali, " jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga
mendorong Angkasa Pura
I untuk melakukan pena-
taan lalu lintas, termasuk
parkir. Sehingga orang
datang ke Bali, keluar
dari Bandara Ngurah Rai
benar-benar kesan macet
bisa dihilangkan.

“Ini langkah pemerin-
tah daerah mendukung

T T T e R TR ey
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program pemerintah pu-
sat. Sehinga nanti benar-
benar kesan macet bisa
kita minimalisir,” tutur-
nya.

Untuk lelang Jasa Kon-
sultansi Perencanaan, Jasa
Konsultansi Perencanaan,
Penyusunan FS Underpass
Simpang Patung Kuda Tu-
ban telah dilakukan. Ang-
garannya bersumber dari
APBD 2018. Nilai Pagu Paket
Rp 515.000.000, dan Nilai
HPS Rp 513.525.540. Untuk
berapa nilai proyek belum di-
sebutkan anggarannya.

Sebelumnya sudah diba-
ngun underpass di Simpang
Tugu Ngurah Rai, Tuban,
Kuta. Proyek itu kini hampir
rampung. Proyek yang sama
juga sudah digunakan yakni
underpass Dewa Ruci, Kuta.
Dua proyek tersebut untuk
mengurai kemacetan menuju
bandara dan Kuta. (gus)

PTG TR AT

Kami sudah
membuat FS
(Studi Kelayakan)
untuk pemban-
gunan underpass
untuk menghilan-
gkan kesan ke-
macetan di Bali

Wayan Adi Amawam
Sekda Badung
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BPKP Audit Investigasi Kasus
Pungutan Retribusi

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Petugas Ba-

dan Pengawasan Keuangan, dan Pemba-

ngunan (BPKP) turun ke Karangasem. Me-

reka melakukan audit investigasi kerugian -

negera dugaan kasus pungutan retribusi 10
objek wisata di Karangasem.

Kepala Kejaksan Negeri (Kejari) Karangasem,
I Nyoman Sucitrawan menjelaskan, tim audit
investigasi sebanyak lima orang. Sedangkan
yang turun hanya tiga orang sejak tiga hari
lalu dan telah kembali Kamis (16/8) kemarin.

Audit investigasi dilakukan menghitung
kerugian negara pada dugaan kasus pungut-
an retribusi di sepuluh objek wisata. Tim te-

lah menyisir beberapa objek. Dalam waktu

dekat ini, BPKP mengumumkan berapa ke-

I MY MU ACEOT A LV L

AL ATl W

rugian negm'a.

Kasus ini mulai didalami sejak 2017 lalu.
Bermula dari kasus operasi tangkap tangan
(OTT) tim Saber Pungli oleh petugas pungut
uang retribusi di Objek Wisata Tulamben. Da-
lam sidang di Tipikor, petugas pungut menga-
takan hampir semua menerapkan cara sama.

Setelah diselidiki benar. Tiket yang dibu-
at dan dikeluarkan Dinas Pariwisata tidak
sesuai dengan pemasukan di Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Karangasem. Jumlah tiket
yang terjual dengan pemasukannya tidak se-
imbang. Kejari juga telah memeriksa sekitar
15 saksi terkait kasus ini. Mulai dari petugas

~ pungut hingga pejabat Dinas Pariwisata Ka--
. rangasem (hl)
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‘Bupati Eka Tak Penuhj
Panggilan KPK

wf
|

JAKARTA, TRIBUN BALI - Bupa-
ti Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti,
dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar,
tidak memenuhi panggilan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu
(15/8). Keduanya seharusnya dipe-
~ riksa sebagai saksi untuk tersang-
ka Yaya Purnomo (YP) terkait kasus
Ssuap usulan dana perimbangan
keuangan daerah pada Rancangan
APBN-Perubahan (RAPBN-P) Tahun

Anggaran 2018. an dana perimbangan keuang- ;
“Yang bersangkutan akan diperik- an daerah pada Rancangan
sa sebagai saksi untuk tersangka YP APBN-Perubahan (RAPBN-P)

(Yaya Purnomo), namun keduanya
tak hadir. Untuk Ibu Ni Putu Eka
belum diperoleh informasi terkait
ketidakhadiran saksi. Sedangkan,

BERSAMBUNG © HAL 7

i ol ¥-% 4 5 » A
Bisa Benar
' N i i
Bisa Tidak
BUPATI Tabanan, Ni Putu Eka
Wiryastuti, menanggapi santai
Pemanggilan dirinya oleh Ko-
misi Pemberantasan Korupsi

(KPK) sebagai saksi dalam ka-
Sus dugaan suap terkait usul-

Tahun Anggaran 2018.
“Aaaah... Biasalah lah itu,

yang namanya berita, biarin

aja berita,” kata Eka Wiryastuti

BEFSAMBUNﬁ & HAL7? |

- SAKSI - Bupati
Tabanan, Ni Putu
Eka Wiryastuti, beri

© keterangan kepada

' awak media di
Tanah Lot, Tabanan,

' Rabu (15/8), terkait
~ pemanggilannya oleh
- KPK sebagai saksi
- kasus suap RAPBN-
Perubahan 2018.
Inzet: Daftar jadwal
pemeriksaan KPK
pada Rabu (15/8).
UNTUK
TERSANGKA
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2 TAndfgaran‘%mbebasan Lahan
mbahRp 7M

~ Shortcut Dita

SINGARAJA, TRIBUN
BALI - Rgncana pemba-

ngunan shortcut 5-6 di ruas

Jalan Singaraja-Mengwitani
atau yang kini disebut de-
ngan jalan baru batas ko

Singaraja-Mengwitani kian

mantap untuk dilaksanakan.
Pemkab Buleleng sedang

mempersiapkan tugasnya

untuk melakukan pembe-
basan lahan. :
Dinas PUPR Buleleng,
telah membentuk tim jasa
penilaian pertahanan atau
apprasial untuk menilai la-
han seluas 11,05 hektare

yang akan dibebaskan. In- -

formasinya, jalur yang ter-
kena proyek ada di wilayah
Desa Pegayaman, Kecamat-
an Sukasada, Buleleng. Se-
dikitnya 20 KK akan kena
dampak. Pun dengan lahan
yang kini sedang ditanami
tanaman produktif seperti
kopi, cengkih, dan tanaman
keras lain. 2
Selain melakukan peni-
laian terhadap tanah milik
warga, tim appraisal kata-
nya juga akan menilai po-

hon bernilai ekonomis yang .

tumbuh di lahan warga ter-
dampak. Dengan harapan
besaran kerugian yang di-
timbulkan bisa ditekan se-
minimal mungkin.

Untuk pembebasan lahan,
Pemkab Buleleng mulanya

mempersiapkan anggaran

mencapai Rp 10 miliar, yang
bersumber dari APBD. Na-
mun saat menggelar rapat
bersama dengan Anggota
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Buleleng pada Se-
lasa (14/8) siang, Pemkab
Buleleng yang diwakili Sek-

:wﬁrdkMW{¥Hﬂ%ﬂﬁUmMHmMﬂWmﬂmwnime

TRIBUN BALI/RATU AYU

DEWA PUSPAKA

da Buleleng Dewa Puspaka
mengatakan, pihaknya akan
menambah anggaran pem-
* bebasan lahan sebesar Rp
7 miliar. Sehingga totalnya
menjadi Rp 17 Miliar. -

Penambahan dana ini sebut
Puspaka, dilakukan untuk
mengantisipasi apabila dana
yang sudah disiapkan sebesar
Rp 10 miliar kurang. Ini telah
dikoordinasikan oleh Bupati
Buleleng, Putu Agus Surad-
nyana kepada Gubernur Ter-
pilih Wayan Koster.

Saat disinggung terkait
anggaran tambahan sebesar
Rp 7 miliar tersebut akan
mendapatkan berapa hektar
elahan pembebasan, Puspa-
ka menyarankan untuk ber-
tanya kepada Dinas PUPR.-
"Detailnya nanti PUPR yang
menjelaskan. Yang jelas su-
dah dikaji semua, hasil koor-
dinasi dengan BWS sehingga
diperlukan tambahan lagi Rp
7 miliar.

- Sementara 'tim apprasial
sebut Puspaka sudah bekerja
dan mengecek lapangan. Ha-
silnya nanti akan disampai-
kan kepada Pemkab Buleleng
dan akan dijadikan referensi.
Karena pembangunan shor-
tcut ini adalah kepentingan

TRIBUN BALI/RATU AYU

GEDE SUPRIATNA

umum, Puspaka pun berha-
rap agar masyarakat di Desa
Pegayaman yang terkena
dampak pembebasan lahan
dapat menerimanya dengan
ikhlas dan mendukung,
Diharapkan Cukup
Ketua DPRD Buleleng,
Gede Supriatna menilai, pe-
nambahan anggaran untuk
pembebasan lahan tersebut
sudah diperhitungkan dengan
matang oleh Pemkab Buleleng
melalui konsultan. la pun ber-
harap penambahan Rp 7 mili-
ar tersebut mencukupi.
"Kebutuhan lahan lagi be-
rapa belum disampaikan ke
kami. Namun saya yakin itu
sudah dipe;hitungkan oleh
konsultan. Tidak mungkin
mereka buat anggaran yang
tidak benar. Mudah-mudah-
an mencukupi,” jelasnya.
Apakah DPRD mendu- .
kung? "Untuk pengadaan ta-
nah kami sampai di Kebijak-
an Umum Platfom Pengguna-
an Anggaran (KUPPS) 2019
kami sudah kunci. Karena
bahwa anggaran pembebas-
an lahan shortcut itu harus
sudah terkuci. Harus ada
itu anggarannya,” jawabnya

singkat. (rtu)

I O B A 1 3 U G YRl AT




